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PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Kwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak antara:

PEMOHON,  NIK 7505011212930001,  tempat dan tanggal  lahir  di  Buata,  00

0000,  agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxx,

pendidikan  SLTA,  bertempat  tinggal  di  xxxxx

xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 6401046801020004 tempat dan tanggal lahir di Salongatta,

28  Januari  2001,  agama  Islam,  pekerjaan

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan  SLTP,

bertempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam  surat  permohonannya  tanggal  14  Agustus

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang, Nomor

133/Pdt.G/2023/PA.Kwd tanggal  tersebut,  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Pemohon dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0032/009/III/2017, tertanggal  24

Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama

di rumah orang  tua  Pemohon  di  xxxxx  xxxxxx,  xxxx  xxxxxxxxxxx,

Kecamatan  xxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxx  selama  2  (dua)

bulan kemudian pindah ke rumah dinas Pemohon di xxxxx xxxxxx, xxxx

xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sampai

akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah di karuniai 1

(satu) orang anak yang bernama :

Jihan Alayska Gobel, NIK 7505015707170001, tempat tanggal lahir

xxxxxxxxx, 17 Juli 2017, usia 6 tahun. Sekarang tinggal bersama

Pemohon;

3. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa  Pemohon  sering  mendapati  Termohon  melakukan

komunikasi  via whatsapp  dengan  beberapa  laki-laki  yang  tidak

diketahui namanya, hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon;

Bahwa Termohon sering keluar rumah bersama dengan teman-

teman Termohon dan pulang ke rumah sudah larut malam;

Bahwa  setiap  Pemohon  menegur  dan  menasehati  Termohon,

Termohon justru marah-marah dan tidak menghiraukan Pemohon;

4. Bahwa puncaknya pada Februari  2020 terjadi perselisihan antara

Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon

pisah  rumah,  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  dan  saat  ini

Termohon  tinggal  di  rumah  orang  tua  Termohon  di  xx  xx,  xxxx

xxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Pemohon saat ini tetap tinggal di rumah

dinas  Pemohon  di  xxxxx  xxxxxx,  xxxx  xxxxxxxxxxx,  Kecamatan

xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;
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5. Bahwa Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain yang tidak

diketahui namanya, yang diketahui Pemohon langsung dari Termohon;

6. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini  sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Hakim  untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Rivai Gobel bin Abubakar

Gobel) untuk menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang setelah

putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

  Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo

et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon  telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  Termohon disebabkan oleh

suatu alasan yang sah;

Bahwa  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar  berfikir  untuk  tidak

bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonanannya untuk bercerai dengan Termohon;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Kwandang  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

xxxxx Provinsi xxxxxxxxx, Nomor 0032/009/III/2017 Tanggal 24 Maret 2017.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi  kode bukti

(P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi  1,  SAKSI  1,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  xxxxx  xxx,  bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  GORONTALO

UTARA, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama PEMOHON

dan Termohon bernama TERMOHON;

 Bahwa  hubungan  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan

suami istri;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal

di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah dinas tempat

Pemohon  bekerja  sampai  akhirnya  Pemohon  dan  Termohon  pisah

rumah;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  dan  sudah  di

karuniai  1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Alayska Gobel  dan

anak tersebut di asuh oleh Pemohon;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada  awalnya

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering berselisih

dan bertengkar;

 Bahwa  Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  secara  langsung

Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
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 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan  Termohon  adalah  Termohon  selingkuh  dengan  laki-laki  lain  dan

sering keluar rumah dan kembali tengah malam;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan

Februari tahun 2020;

 Bahwa  selama  pisah  rumah  tersebut  Pemohon  dan  Termohon

sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah

tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak saling berkomunikasi

lagi;

 Bahwa  Saksi  dan  Keluarga  sudah  berusaha  menasehati

Pemohon  agar  rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO UTARA, di bawah

sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama PEMOHON

dan Termohon bernama TERMOHON;

 Bahwa  hubungan  Pemohon  dan  Termohon  adalah  pasangan

suami istri;

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal

di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah ke rumah dinas tempat

Pemohon  bekerja  sampai  akhirnya  Pemohon  dan  Termohon  pisah

rumah;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  dan  sudah  di

karuniai  1 (satu) orang anak yang bernama Jihan Alayska Gobel  dan

anak tersebut di asuh oleh Pemohon;

 Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  pada  awalnya

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020 mulai sering berselisih

dan bertengkar;

 Bahwa  Saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  secara  langsung

Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
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 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan  Termohon  adalah  Termohon  selingkuh  dengan  laki-laki  lain  dan

sering keluar rumah dan kembali tengah malam;

 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan

Februari tahun 2020;

 Bahwa  selama  pisah  rumah  tersebut  Pemohon  dan  Termohon

sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah

tidak saling menghargai, tidak menafkahi, dan tidak salingberkomunikasi

lagi;

 Bahwa  Saksi  dan  Keluarga  sudah  berusaha  menasehati

Pemohon  agar  rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam persidangan

perkara  a  quo,  maka  Tergugat  tidak  pernah  menggunakan  kesempatannya

untuk mengajukan jawaban, pembuktian maupun kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh

karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka

perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di  persidangan

bahwa  selama  ini  Pemohon  dan  Termohon  bertempat  tinggal  di  wilayah

xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  xxxxx  yang  merupakan  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan

Agama Kwandang,  oleh  karena itu  berdasarkan ketentuan  Pasal  66  Ayat  1
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara

ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama

Pemohon dan Termohon dan keterangan para saksi  telah terbukti  Pemohon

dan  Termohon  adalah  suami  istri  yang  sah,  oleh  karena  itu  Pemohon

mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149

ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum

Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih

menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

بالبينة        وا اثبته جاز غيبة او اوتوار بتعزز تعزز ن
Artinya:  

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan

dengan bukti-bukti (persaksian);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon mulai

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-

laki  lain  dan sering keluar  rumah dan kembali  tengah malam, dan akhirnya

Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak  bulan Februari tahun 2020,

oleh karenanya Pemohon memohon kepada Hakim agar memberi izin kepada
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Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu  raj’i  terhadap Termohon

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.  Pasal 1865 KUH

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285 R.Bg jo.  Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa  Pemohon telah

menikah dengan Termohon secara sah pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang,  bahwa Pemohon juga  telah  mengajukan 2  orang  saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil

dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 ayat (2), 173, 175 R.Bg dan

Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Pemohon

dengan Termohon adalah suami istri, yang melangsungkan pernikahan pada 23

Maret 2017 kemudian terakhir  tinggal  bersama di  rumah orangtua Pemohon

kemudian pindah ke rumah dinas tempat Pemohon bekerja, yang pada awalnya

rumah  tangganya  rukun  dan  harmonis,  namun  kemudian  sejak  tahun  2020

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar secara

terus-menerus yang disebabkan karena  Termohon selingkuh dengan laki-laki

lain  dan  sering  keluar  rumah  dan  kembali  tengah  malam sampai  akhirnya

Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020
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dan  selama  itu  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagai  suami  istri,  dan

keduanya pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Pemohon

ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis,

namun sejak tahun 2020 sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-menerus  yang  disebabkan

Termohon  selingkuh  dengan  laki-laki  lain  dan  sering  keluar  rumah  dan

kembali tengah malam;

 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan

Termohon pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020 dan selama itu tidak

melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak

berhasil;

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  isteri  akibat  perselisihan  dan

pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal dan xxxxx xxx harapan untuk

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, keduanya

pernah didamaikan, namun tidak berhasil, bahkan Pemohon telah berketetapan

hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu

sudah  tidak  dapat  diharapkan  untuk  merealisir  tujuan  perkawinan  yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3
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Kompilasi  Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti  itu,  suami dan

isteri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang,  bahwa Pemohon dan Termohon juga telah pisah rumah

selama  bulan  Februari  tahun  2020  dan  selama  itu  tidak  melaksanakan

kewajiban  sebagai  suami  istri,  baik  secara  lahir  maupun  batin,  hal  itu

merupakan satu indikator telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara

terus  menerus  yang  menunjukkan  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi sebagaimana ketentuan Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Rumusan  Kamar  Agama

Nomor 1.b;

Menimbang,  bahwa  dalam  suatu  rumah  tangga  jika  suami  istri  telah

pisah  rumah  tanpa  alasan  yang  dapat  dibenarkan,  maka  keadaan  tersebut

menurut  Hakim  merupakan  bukti  rumah  tangga  yang  broken  marriege dan

tujuan  perkawinan  sebagaimana  tersebut  dalam  Q.S. Ar-Rum  Ayat  21  dan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang

sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal,

tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang

dimaksud  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

yaitu  terbentuknya  rumah  tangga  yang  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang

Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di

antara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal,  dan sejahtera

akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila

salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-

cita  ideal  bagi  suatu  kehidupan  rumah  tangga  tersebut  tidak  akan  pernah

menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu

kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah

tangga  yang  bahagia  dan  harmonis  adalah  adanya  kemesraan  hubungan

sebagaimana  kehidupan  berumah  tangga,  jika  faktor  penting  itu  terabaikan

sebagaimana  yang  tengah  dihadapi  oleh  Pemohon  dan  Termohon  saat  ini,
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maka  Hakim  menilai  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon

telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi

dan mencintai satu sama lain;

Menimbang,  bahwa  perceraian  itu  sedapat  mungkin  untuk  dapat

dihindari,  namun apabila  kondisi  sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia

saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  dari  apa  yang  diuraikan  di  atas,  maka  Hakim

berpendapat  pintu perceraian dapat  dibuka guna menghindarkan para pihak

dari  kemelut  rumah tangga yang berkepanjangan,  hal  mana sejalan dengan

kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء
Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.   

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Hakim  berkesimpulan  bahwa

alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  telah  dapat  dibuktikan  oleh  Pemohon  di

persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa di  samping  itu  alasan  tersebut  telah  sesuai  pula

dengan maksud dalil  syar’i  yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah al-Baqarah

Ayat 227 yang berbunyi:

عليم       سميع الله فإن الطلق عزموا وإن
Artinya: 

Jika  mereka  (para  suami)  telah  bertekad  bulat  untuk  bercerai,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Pemohon  telah  memenuhi
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ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.  Pasal  116 huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2022 Rumusan Kamar Agama Nomor 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  adalah  termasuk  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin kepada Pemohon (PEMOHON)  untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (TERMOHON)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Kwandang;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim  Pengadilan Agama Kwandang pada

hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18

Safar 1445 Hijriah oleh Nur Afni Katili, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka dan dibantu oleh Nurhayati

Mustapa Hasan, S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera Pengganti,  serta  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,
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Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp30.000,00

-  Proses : Rp60.000,00

-  Panggilan : Rp9.000,00

-  PNBP : Rp20.000,00

-  Redaksi : Rp10.000,00

-  Meterai :               Rp10.000,00  

J u m l a h : Rp139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
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